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ANTARA

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
DAN
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TENTANG
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Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, kami
yang bertanda tangan di bawah ini :

Dokter. Endang Widyaswati, M.Kes., selaku Direklur Rumah Sakit Umum Pusat
dr. Soeradji Tirtonegoro Direkur Utama, dalam hal ini bertindak untuk atas nama

Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro, sesuai dengan jabatannya

berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik lndonesia nomor
KP.03.03iMenkes/'196/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik

lndonesia tanggal 30 April 2018, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KRT dr.

Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

Pasal 1

DASAR HUKUM

2. Tanti Yudiarti, S.Pd. Selaku Ketua Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalasemia (Popti)

cabang Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan orang Tua

Penderita Thalasemia (Popti) cabang Klaten, yang berkedudukan dan berkantor di

Drono RT.03 RW03, Ngawen, Klaten' selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA''

P|HAKPERTAMAdanP|HAKKEDUAsecarabersama-samadisebutPARAPIHAK'
selanjutnya para pihak sebagaimana tersebut di atas telah bersepakat untuk saling

,"ngikrtt "n 
diri satu dengan lainnya dalam Peljanjian Kerja sama tentang Pelayanan

PendampinganBerke|anjutanPasienPenderitaThalasemiaSetelahdirawatdiRSUP
dr. Soeradji Tirtonegoro yang selanjutnya disebut "Perjan'iian"' dengan ketentuan

sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut'

('1)Undang-UndangNomor36tahun200gtentangKesehatan(LembaranNegaraRepublik
lndonesia Tahun 2OOg Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

-fih.k fed!9-it i@ertam. +_l

Nomor 5063);
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(1) Rumah sakit umum Pusat dr. soeradji Tirtonegoro adalah Unit Pelaksana Teknis di

lingkungan Kementerian Kesehatan Rl yang mempunyai tugas menyelenggarakan

pelayanan kesehatan perorangan secara paripuma

(2)PerhimpunanorangTuaPenderitaThalasemialndonesia(PoPT|)cabangKlaten
adalahperkumpulanorangtuayangmempunyaianakpenderitathalasemiadi
Kabupaten Klaten

(3) DireKur utama RSUP dr. soerad,ii Tirtonegoro adalah pemimpin tertinggi di lingkungan

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro'

(4) Ketua Perhimpunan O'"nJi'" Penderita Thalasemia lndonesia (POPTI) Cabang Klaten

adalah pemimpin tertinggiai perhimpunan orang Tua Penderita Thalasemia (PoPTl) di

,o f:i:]r:t;l"1xt:lln penvarit kelainan darah vans menvebabkan protein dalam darah

tidak berfungsi dengan baik'

Gua
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(2) Undang-Undang Nomor e--Itun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 2009 Nomor 153, tairbatran Lembaran Negara Repubrik
lndonesia Nomor 3072);

(3) undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 29g, Tambahan Lembaran Negara Repubrik
lndonesia Nomor 5607);

(4) Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005, Tanggal 13 Juli 2005, Tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2012, Tanggal 2g Agustus 2012, Tentang
Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor: 23 Tahun 2oos, Tanggal .13 Juli 2005,
Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

(5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 004 Tahun 2oi2 tentang petunjuk reknis promosi
Kesehatan Rumah Sakit.

(6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah sakit
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 1023);

(7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor 44 Tahun 2o1 g rentang
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit;

(8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor 42 Tahun 2020 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2020 Nomor 15'10);

(9) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.OZll5650/2O,l B tentang pemberlakuan
Peraturan lntemal (Hosprta I Bylaws) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;

(10) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1114/Menkes/SKlXl2OU tentang Pedoman
Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Da6rah;

(11)Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 11 93/Menkes/SKDV2004 tentang Kebijakan

Nasional Promosi Kesehatan:

Pasal 2
KETENTUAN UMUM



pasal 3
TUJUAN

Perjanjian ini b€rtujuan untuk 
. 
meningkatkan derajat kesehatan bagi pasien p€nderitatharasemia seterah dirawat d, 

ls_y: gl.i;i;;;; ;;;;"1; 
"nrr 

dapat mandiri daram prosesmemp€rcepat kesembuhan dan rehabilitasinya.

Ruang lingkup kerja sama ,ril"l?: pelayanan pendampingan b€rkelanjutan datam bentukmemberikan pendidikan dan 
.. 

penyuruhan oan advotlsi kEsehatan pasien p€nderitathatasemia setetah dirawat di ptinx peninMil;;; ;rarga yans merawat.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Pasal S

KETERPADUAN

Pasal 6
HAK DAN KEWA.JIBAN

(1) HAKPTHAKPERTAMA
a' Memperoleh dukungan dari prFrAK KEDUA daram memberikan perayanan

pendampingan pasien penderita thalasemia dan keluarga yang merawat setelah
dirawat di PIHAK PERTAMA.

b. Mengatur kebijakan tentang batas-batas kewenangan pARA PIHAK daram
mmemberikan pelayanan pendampingan berkelanjutan pasien penderita thalasemia
dan keluarga yang merawat setelah dirawat di PIHAK PERTAIIA menurut standar
pelayanan rumah sakit.

(1) KEWAJTBAN PTHAK PERTAMA
a. Memberikan pelayanan pendampingan berkelanjutan kepada pagien penderita

thalasemia dan keluarga yang merawat setelah dirawat di PIHAK PERTAMA..
b. Menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk kegiatan pelayanan

pendampingan berkelanjutan kepada PIHAK KEDUA.
(2) HAK PIHAK KEDUA

a. Menerima pelayanan pendampingan berkelanjutan pasien penderita thalasemia dan
keluarga yang merawat setelah dirawat di PIHAK PERTAMA.

b. Menggunakan tempat PIHAK PERTAMA untuk pelayanan pendampingan

berkelanjutan pasien penderita thalasemia pasien penderita thalasemia dan keluarga
yang merawat setelah dirawat di PIHAK PERTAMA.

(1) PIHAK ,ERTAMA akan membanru pr-rAK KEDUA daram memberikan perayananpendampingan berkeranjutan pasien penderit" 
- 

tn1Lr"r," seterah dirawat di prHAK
.-. IFITAMA beserta keluarga yang merawat.
(2) PIHAK KEDUA akan membantu prHAK ,ERTAMA daram memb€rikan perayanan

!"1931?insrn berkeranjutan pasien penderita tniiasemia seterah dirawat di prHAK
PERTAIIiiIA beserta keluarga yang merawat.

lt
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(3) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
a. Menyelengarakan pertemuan rutin 2 (dua) bulan sekali.b. Bersama-sama ptHAK pERTAMA--;;;;i"n p€tayanan pendampinsanberkeranjutan pasien penderita *rara.emia J"-n retuarga yang merawat soterahdirawat di ptHAK PERTAMA

(1) PARA P.HAK bersama-sama akan mengatur jadwar kegiatan peraksanaan perayanan
,^. fig:Ifi"San berketanjutan yang akan o-iraruian oLn ptHAK eERTAMA.(2) PTHAK 

'ERTAMA 
memberitihuklan **r" i"irrilltau secara risan dapat meraruitelepon kepada PIHAK KEDUA sebelum ,"rb"rif"n pelayanan pendampingandan/atau atas inisiatif prHAK KEDUA A"ng"n t"rr"bii dahuru memberitahukan kepadaPIHAK pERTAMA secara tisan, tertutis ataimet"rrii"i"p- .(3) untuk meraksanakan kegiatan-kegiatan teoeuut"t 

"n 
dikoordinasi oreh pARA prHAK.

Pasal 7
PROSEDUR PEI.AKSANMN

Pasal I
PEMBIAYMN

Pasal g

JANGKAWAKTU KERJASAMA

Pasal 10
PERNYATAAN JAMINAN

(1) PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa
PIHAK PERTAMA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan
untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk
melaksanakan kewajiban PIHAK PERTAMA sepenuhnya bordasarkan p€rjanjian ini.

Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan
kewajiban PIHAK PERTAMA yang sah dan mengikat socara hukum.

(2) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa
PIHAK KEDUA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan
untuk m€nandatangani, melaksanakan dan menyerahkan pedanjian ini dan untuk

Biaya yang timbur akibat dari perjanjian ini drbebankan kepada pARA prHAK sesuai denganaturan yang disepakati.

(1) Jangka waKu perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai
tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan 22Maret2O24.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dapat diperpanjang dengan
kesepakatan bersama PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) butan sebetum'beiakhimya
perjanjian ini.

(3) Para pihak harus membuat evaluasi sebelum masa perjanjian berakhir. Evaluasi tersebut
menjadi dasar perpanjangan perjanjian lebih lanjut.

+"t,
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melaksanakan kewajiban prHAK KEDUA sepenuhnya berdasarkan p€rjanjian ini.
Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan
kewajiban Pll-lAK KEOUA yang sah dan mengikat secara hukum.

(3) PARA PIHAK atau Penrakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk salah satu
PIFIAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan p€mberian hadiah
atau komisi, rabat atau gratifikasi dalam bentuk apapun lainnya kepada pegawai PIHAK
PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang b€rkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 'l l
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Pelaksanaan perjanjian telah solesai dengan dibuktikan tetah habisnya masa
pelaksanaan kerja sama.

(2) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam kerja sama ini.
(3) Atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mengakhiri p€rjanjian ini.
(4) Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan

berakhirnya p€rjanjian.
(5) Untuk pengakhiran perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tersebut di atas,

maka dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum maksud tersebut dilaksanakan PIHAK yang
menghendaki berakhirnya perjanjian harus memberitahukan secara tertulis kepada
PIHAK lainnya.

(6) Berakhirnya perjanjian ini PARA PIHAK sepakat satu sama lain dengan ini

mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan

suatu perjanjian.
(7) Untuk pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tersebut di atas

akan dilakukan secara musyawarah dan dituangkan dalam berita acara p€ngakhiran

Perjanjian.

Pasal '12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan' ' 
perjanjian ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk

mufakat.
(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

berhasilmencapaimufakat,makaPARAPIHAKtelahsepakatuntukmenyerahkan
penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Klaten'

Pasal 13

FORCE MAJEURE

(1) Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK atau sebab kahar (Force

Maieure) yang mengakibatkan tidak bisa dilaksanakannya p€rjaniian ini' maka

masing.masingPlHAKdenganetikadbaikdandemitercapainyapelaksanaanperianjian

Pih* lod(l.i*v
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ini bersepakat menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat dengan
tidak saling merugikan masing-masing plHAK.

(2) Kejadian yang termasuk dalam pengertian Force Majeure antara lain :

a. Kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan
kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengkibatkan tidak memungklnkan PARA
PIHAK untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian ini.

b. Akibat perbuatan manusia, seperti perang, penyerbuan, revolusi, reaksi yang tidak
dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, huru-hara, serangan atau sebab serupa
lainnya termasuk national banking moratoium, insolvensi, likuidasi atau pembubaran
PIHAK lainnya, pemogokan, atau aksi perburuhan yang mencegah atau yang pada
pokoknya membatasi, yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak mungkin untuk
melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian ini.

c. Sebab-s€bab lainnya, seperti peraturan, keputusan atau petunjuk yang dikeluarkan
Pemerintah lndonesia yang mempengaruhi PARA PIHAK dalam melaksanakan
kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian ini.

(3) Apabila terjadi keadaan Force Majeure, maka PIHAK yang terkena kejadian Force
Majeure tersebut wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada PIHAK
lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari

Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 't4

(empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya Force Majeure lersebut.
(4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan

sebagaimana dimaksud datam ayat 3 pasal ini, kedua belah PIHAK setuju untuk

berunding tentang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak

akibat terjadinya Force Maieure.

DalamupayakelancarankomunikasidiantaraPARAPIHAKyangsalingmengikatkandiri
dalamPer.ianjianinimasing-masingmenyediakanalamattempatpemberitahuansebagai
berikut :

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

Jalan KRT dr. S'oeradji Tirtonegoro Nomor 1 Tegalyoso' Klaten

Selatan, Klaten, Jawa Tengah

i;;; :0272'326b60, 0272-321041'Fax'0272'321104'

Email : rsuosoeradii klaten@vahoo'com-fl"i.nrurng ,6 w"ta,ni, S K'M' (HP' 082133558555)

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA PerhimPunan Orang Tua Penderita

Cabang Klaten

Drono iT.o3 RW.03, Ngawen, Klaten

Telepon :08560'1415671

Narahubung : Tanti Yudiarti, S'Pd

Thalasemia lndonesia
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Pasal 14

PEMBERITAHUAN



Pasal 15

LAIN.LAIN

(1) Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian
ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam
suatu adendum.

(2) Setiap perubahan atas perjanjian ini hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan
tertulis dari PARA PIHAK.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, mulai berlaku pada tanggal
yang ditentukan oleh PARA PIHAK yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian
tak terpisahkan dari perjanjian ini.

(4) Terhadap teknis pelaksanaan perjanjian ini akan diatur lebih lanjut antara PARA PIHAK.

Demikian perjanjian ini dibuat di Klaten, Jawa Tengah dan ditandatangani oleh PARA PIHAK

pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian, serta dibuat

dalam rang*ap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum

yang sama.

PIHAK KEDUA
Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalasemia

lndonesia (P Klaten
(,

PIHAK PERTAMA
onegoro Klaten

r

tl
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t yaswati, M.Kes.
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